KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN ORGANISASI & KEPEGAWAIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS ISMU HARTANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN MUTASI PEGAWAI
3. NHK : 419325
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/171 m2 di KOTA
SURAKARTA , WARISAN Rp. 625.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 590 m2/100 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 344.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TAFT Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
280.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

14.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.600.000
D. SURAT BERHARGA Rp. e
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 89.677.563
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.469.277.563
. HUTANG Rp. 195.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.274.277.563
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PERENCANAAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . ANGGITA PRATAMI LANGSA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMASARAN
3. NHK 1 224391
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 380.000.000

1. Tanah Seluas 1321 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/176 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.500.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 98.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.014.431

F. HARTA LAINNYA Rp. 218.000.000
Sub Total Rp. 815.514.431

Ill. HUTANG Rp. 170.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 645.514.431

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI & VERIFIKASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIS SUSENO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI AKUNTANSI KEUANGAN & MANAJEMEN
3. NHK : 212680
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 631.385.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/100 m2 di KOTA

SURAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 631.385.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 322.000.000

1. MOBIL, SUZUKI FUTURA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000

4.  MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000

5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000

6. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR/VESPA Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.100.846
F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.052.485.846

lll. HUTANG Rp. 119.200.000
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 933.285.846

Catatan:

/i

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENDIDIKAN & PENELITIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : ASRI ASTHERIA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENDIDIKAN & PELATIHAN
3. NHK : 221169
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/75 m2 di KOTA SURAKARTA
, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/120 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 184.000.000
1. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. “l

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 161.491.444

F. HARTA LAINNYA Rp. e
Sub Total Rp. 2.032.791.444

Ill. HUTANG Rp. 53.545.423
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-11T) Rp. 1.979.246.021

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

SUB UNIT KERJA : BAGIAN ORGANISASI & KEPEGAWAIAN

I. DATA PRIBADI
1. Nama . BUDI SARSITO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
3. NHK 419220

Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 1227 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
614.500.000
2. Tanah Seluas 119 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/160 m2 di SUKOHARJO,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 2PVR M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mm o 0

HARTA LAINNYA

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

969.500.000

247.000.000

120.000.000

210.117.402
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Sub Total Rp. 1.546.617.402
I1l. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.546.617.402
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN & PERBENDAHARAAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : CHATARINA ANIK IRAWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENYUSUNAN & EVALUASI ANGGARAN
3. NHK : 211085
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di SUKOHARJO, HASIL

SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 214.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI LX 150D (D-TRACKER) Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 21.000.000

2. MOTOR, HONDA WW150EXJ 2IN A/T Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 32.000.000

3. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
42.000.000

4.  MOBIL, DAIHATSU M602RS-MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

5. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/ T Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 9.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 125.594.301
F. HARTA LAINNYA Rp. ———
Sub Total Rp. 853.594.301
. HUTANG Rp. 53.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 800.394.301
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN SEKRETARIAT
. DATA PRIBADI
1. Nama . EKO HARYATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 473811
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.045.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 885.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/76 m2 di KOTA SURAKARTA ,
HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 198.250.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 7.500.000

2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 5.750.000

4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.

75.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.800.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 676.282.618
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 1.947.332.618
I. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.947.332.618
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA . BIDANG PELAYANAN MEDIS
I. DATA PRIBADI
1. Nama . ELYSA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PELAYANAN MEDIS
3. NHK . 212717
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 80.550.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/54 m2 di KARANGANYAR,

HASIL SENDIRI Rp. 80.550.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.730.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1999, HASIL SENDIRI
Rp. 900.000

2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
63.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 14.000.000

4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 58.830.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.424.924

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.477.776

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 267.182.700

. HUTANG Rp. 93.178.856

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 174.003.844
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN MEDIS

. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDRA YUSTIN ELLISTA SARI

2. Jabatan : KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN MEDIS

3. NHK : 622170
IIl. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/350 m2 di SUKOHARJO,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KOTA JAKARTA
TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
375.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

nmm o 0

Sub Total Rp.
lll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp.

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.

HARTA LAINNYA Rp.

800.000.000

383.500.000

73.000.000

354.085.280
1.610.585.280
480.000.000
1.130.585.280

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENDIDIKAN & PENELITIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . ISBANIANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENELITIAN & PERPUSTAKAAN
3. NHK : 400549
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.152.700.000

1. Tanah Seluas 221 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
486.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/172 m2 di KOTA SURAKARTA
, HASIL SENDIRI Rp. 666.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.950.000
1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.700.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125/NF 125 SD Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 3.250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. £

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 187.167.130

F. HARTA LAINNYA Rp. 11.000.000
Sub Total Rp. 1.359.817.130

Ill. HUTANG Rp. 183.978.476
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.175.838.654

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA . BIDANG ANGGARAN & PERBENDAHARAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMAD MANSUR
2. Jabatan . KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN & PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
3. NHK » 212764
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 525.305.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 792 m2/63 m2 di KARANGANYAR,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.305.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000
3. Tanah Seluas 749 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 312.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOTOR, HONDA D1A02N13M1 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 185.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 309.355.505
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.331.660.505

lll. HUTANG Rp.
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 1.331.660.505

Catatan:

/i

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI & VERIFIKASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUKTIYO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI VERIFIKASI
3. NHK . 221257
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.432.202.000

1. Tanah Seluas 2760 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 99.360.000

2. Tanah Seluas 316 m2 di KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp.
169.155.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/222 m2 di KOTA
SURAKARTA , WARISAN Rp. 299.298.000

4. Tanah Seluas 2751 m2 di KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp.
1.276.464.000

5. Tanah Seluas 2350 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp.
161.425.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/50 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 426.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 578.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 135.000.000

3. MOTOR, KAWASAKI EX250L Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

4. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
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5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 120.916.108

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 3.131.118.108

[ll. HUTANG Rp. 889.622.834

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.241.495.274
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Februari 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2019

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN SEKRETARIAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MULYATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TU
3. NHK 224492
Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

2.

Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/110 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/260 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOBIL, TOYOTA RUSH ULTIMO JIP Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 205.000.000

MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000

MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000

MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 7.500.000

MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 5.200.000

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 3.200.000

LAINNYA, GIANT SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
2.700.000

LAINNYA, GIANT SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
2.100.000

LAINNYA, GIANT SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

Rp. 1.700.000.000

Rp. 457.900.000
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5.100.000

10. LAINNYA, GIANT SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

2.100.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 238.124.600
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 183.776.578
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.579.801.178
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.579.801.178
Catatan:

s

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . POERWANTO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PENDAPATAN
3. NHK 222964
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 857.006.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 54.383.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1085 m2/280 m2 di SUKOHARJO,
HASIL SENDIRI Rp. 650.080.000

3. Tanah Seluas 1660 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
53.200.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/76 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 63.215.000

5.  Tanah Seluas 126 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
36.128.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 258.000.000

1. MOBIL, LIVINA MPV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

2. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2018, LAINNYA Rp. 121.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HADIAH Rp.

7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. k=
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 187.762.116
F. HARTA LAINNYA Rp. TN

Sub Total Rp. 1.362.768.116
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1. HUTANG Rp. 80.327.374
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.282.440.742
Catatan:

1.

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PERENCANAAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : PUJIATMO SUGENG HARYADI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN BINA PROGRAM
3. NHK 1 221273
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

mm o 0

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2020/Periodik - 2019)

1. Tanah Seluas 321 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
51.360.000

2. Tanah Seluas 780 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
38.232.000

3. Tanah Seluas 2775 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
69.390.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/312 m2 di SUKOHARJO,
HASIL SENDIRI Rp. 579.488.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000

2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

3. MOTOR, BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000

4. MOTOR, BEAT KENDARAAN BERMOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.

HARTA LAINNYA Rp.

738.470.000

141.500.000

163.735.700

104.989.682
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Sub Total Rp. 1.148.695.382
I1l. HUTANG Rp. 100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.048.695.382
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : RETNO DYAH WAHYUNINGSIH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN
3. NHK : 525611
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.015.000.000

1. Tanah Seluas 950 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

2. Tanah Seluas 404 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/60 m2 di SRAGEN, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

4. Tanah Seluas 3398 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 925 m2/400 m2 di SRAGEN, HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000

6. Tanah Seluas 961 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

7. Tanah Seluas 900 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 271.000.000

1. MOBIL, DAIHATZU MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
167.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

4. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
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2.000.000

5. MOTOR, HONDA SUPRA-X Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 440.250.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.756.250.000
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.756.250.000
Catatan:

s

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 20 Januari 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Oktober 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENDIDIKAN & PENELITIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SAMSUL NUR HIDAYAT
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA PENDIDIKAN
3. NHK . 714880
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/36 m2 di SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125TR MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
3. MOTOR, HONDA NF100D Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. e
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. e |
Sub Total Rp. 699.000.000
. HUTANG Rp. .
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 699.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2019

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN PENUNJANG

. DATA PRIBADI
1. Nama : SANTOSA SEKTI WASKITO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN PENUNJANG
3. NHK : 209540

IIl. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/145 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/166 m2 di KOTA SURAKARTA
, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/270 m2 di SUKOHARJO,
HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/109 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SWIFT AZF414F 4X2 AT Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mm o 0

HARTA LAINNYA

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

8.800.000.000

153.000.000

63.066.967
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Sub Total Rp. 9.016.066.967
I1l. HUTANG Rp. 110.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.906.066.967
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2019

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

SUB UNIT KERJA : BAGIAN ORGANISASI & KEPEGAWAIAN

. DATA PRIBADI
1. Nama . SIGIT CATUR HARJANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI & ADM. PEGAWAI
3. NHK : 212820

IIl. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.  Tanah Seluas 504 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
195.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3.  MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000

HARTA BERGERAK LAINNYA

SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

195.000.000

111.500.000

7.500.000

18.824.823
332.824.823
145.000.000
187.824.823

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : SRI WAHYUNI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN PENDAPATAN
3. NHK : 212055
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 826.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/132 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
2. Tanah Seluas 121 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
151.250.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 290.771.427

F. HARTA LAINNYA Rp. ==
Sub Total Rp. 1.261.021.427

Ill. HUTANG Rp. e
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.261.021.427

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2019

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Oktober 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN PENUNJANG

. DATA PRIBADI
1. Nama : SUHARTATI
2. Jabatan : KASI SUMBER DAYA PELAYANAN PENUNJANG
3. NHK : 680110

IIl. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/250 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 195.000.000
2. MOBIL, FORD FIESTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nmm o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.300.000.000

299.000.000

145.000.000

182.745.354

1.926.745.354

1.926.745.354

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Desember 2019

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PERENCANAAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : TITIEK PRAPTINI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN MONITORING & EVALUASI
3. NHK © 429484
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 820.755.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/120 m2 di KOTA
SURAKARTA , WARISAN Rp. 570.755.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/27 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS TARUNA Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 53.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 22.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.525.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 56.188.356

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 1.024.468.356

. HUTANG Rp. 6.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.018.468.356
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : TUTIK NURANI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PELAYANAN KEPERAWATAN
3. NHK : 212029
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 335.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/93 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

2. Tanah Seluas 340 m2 di KLATEN, WARISAN Rp. 50.000.000

3. Tanah Seluas 161 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 304.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 G CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 298.977.818

F. HARTA LAINNYA Rp. -—r

Sub Total Rp. 988.977.818

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 988.977.818
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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